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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan tentang 

efektivitas implementasi e-court di Pengadilan Agama Koto Baru, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi peningkatan penggunaan e-court Pengadilan Agama Koto Baru 

telah menerapkan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan 

penggunaan e-court, yaitu melalui sosialisasi dan edukasi berbasis sistem e-

court, pelayanan terintegrasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang 

ramah e-court, serta penguatan promosi layanan e-court melalui platform 

digital seperti media sosial dan situs web resmi. Strategi ini terbukti efektif 

dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem e-court, 

sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan jumlah perkara yang 

didaftarkan melalui e-court dari 88 perkara pada tahun 2020 menjadi 582 

perkara pada tahun 2024. Pendekatan ini juga mendukung asas peradilan 

yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun masih terdapat 

tantangan dalam hal literasi digital masyarakat. 

2. Upaya mengatasi kendala pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Koto 

Baru yaitu dengan mengidentifikasi kendala yang ada. Beberapa kendala 

utama dalam implementasi e-court, yaitu rendahnya literasi digital 

masyarakat, keterbatasan akses internet di wilayah pelosok, dan kurangnya 

kepemilikan perangkat pintar di kalangan masyarakat ekonomi rendah. 

Untuk mengatasi kendala tersebut, pengadilan telah menyediakan fasilitas 

Pojok E-Court yang dilengkapi perangkat komputer dan petugas 

pendamping, memberikan sosialisasi berkelanjutan, serta memberikan 

kelonggaran kepada pihak berperkara untuk menggunakan perangkat 

keluarga dengan pembuatan email khusus. Upaya ini menunjukkan 

komitmen pengadilan dalam menciptakan layanan yang inklusif, meskipun 



81 
 

 

tantangan kesenjangan digital masih memerlukan solusi yang lebih 

menyeluruh. 

3. Penerapan e-court di Pengadilan Agama Koto Baru pada dasarnya sudah 

berjalan efektif dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan 

biaya ringan. Efektivitas ini tercermin dari meningkatnya jumlah perkara 

yang ditangani melalui e-court, yaitu dari 88 perkara pada tahun 2020 

hingga mencapai 582 perkara pada tahun 2024. Selain itu, proses 

administrasi menjadi lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan masyarakat 

juga lebih ringan, khususnya bagi pihak berperkara yang berdomisili jauh 

dari pengadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan e-court telah 

memberikan manfaat nyata dalam praktik peradilan. Namun demikian, 

efektivitas tersebut belum sepenuhnya merata di semua kalangan. Masih 

ada sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan karena keterbatasan 

literasi digital maupun keterbatasan akses internet. Hal ini selaras dengan 

teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa 

hukum baru dapat berjalan efektif apabila seluruh faktor yang 

memengaruhinya baik substansi hukum, penegak hukum, sarana, maupun 

masyarakat berfungsi secara seimbang. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan e-court telah menunjukkan hasil yang 

positif dan efektif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek 

pemerataan akses dan kesiapan masyarakat agar manfaatnya benar-benar 

dirasakan secara luas. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas 

implementasi e-court di Pengadilan Agama Koto Baru, maka penulis 

memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Untuk memperluas program sosialisasi dan edukasi digital, terutama di 

wilayah pelosok, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga lokal 

untuk meningkatkan literasi digital. Pelatihan intensif mengenai 
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penggunaan e-court dapat dilakukan secara rutin, dengan pendekatan yang 

disesuaikan untuk kalangan lanjut usia dan masyarakat berpendidikan 

rendah. 

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu diperkuat dengan menambah 

jumlah petugas terlatih dan memperpanjang jam layanan untuk 

mengurangi antrean dan memastikan masyarakat mendapatkan asistensi 

yang memadai. Pelatihan lanjutan bagi petugas PTSP juga diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan teknis dalam menangani kendala pengguna e-

court. 
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